MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,

JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN
BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Dbahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta
untuk melakukan ketentuan Pasal 474 dan Pasal 475
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi berwenang
membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;

b. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah
menyetujui  penyusunan Peraturan Mahkamah
Konstitusi tentang Pedoman Penyusunan
Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon,

Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu



Mengingat

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun

2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun

2018  tentang  Tata  Beracara  Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah;

. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun

2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Presiden dan Wakil Presiden adalah Prsiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

12.

1.3,

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah  kabupaten/kota/Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
kabupaten/kota di Aceh (DPRK);

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam

melaksanakan Pemilu;

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya
disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara partai
politik/partai politik lokal peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut
PHPU anggota DPD adalah perselisihan antara perseorangan calon anggota DPD
peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu

secara nasional,

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disingkat PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan
antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU mengenai

penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

Pemohon dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai
Politik Lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk

pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)



14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah;

Pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu;

Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai
Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu
untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan

Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, meliputi:

a.

b.

C.

PHPU anggota DPR dan DPRD;
PHPU anggota DPD; dan

PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

W



BAB II

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA
DPR DAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan
Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD disusun

berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Pasal 4

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 terdiri atas:
a. identitas lengkap Pemohon;
b. uraian yang jelas mengenai:
1. kewenangan Mahkamah;
2. kedudukan hukum Pemohon;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. pokok Permohonan Pemohon; dan

5. petitum Pemohon.

Pasal 5
(1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat:
a. nama dan alamat Pemohon;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

c. nomor telepon dan seluler; dan



d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga

memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
a. nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku

c. alamat;
d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
e. alamat surat elektronik (email).

(3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan

Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.

Pasal 6

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1,

memuat:

a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Pasal 7

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka

2, memuat:

a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan

PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penjelasan sebagai Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dan/atau
calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu yang didasarkan oleh keputusan

Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai Partai Politik/Partai Politik
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Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu
serta keputusan Termohon mengenai nomor urut Partai Politik/Partai Politik

Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu.

c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Pasal 8

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b angka 3, memuat:

a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPR

dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional

oleh Termohon;

c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU

anggota DPR dan DPRD oleh Pemohon;

d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang

waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka

4, memuat penjelasan mengenai:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang

berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;

b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 10
Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

oleh Termohon;
b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar
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menurut Pemohon.

Bagian Ketiga
Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon

Pasal 11

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

memuat:
a. identitas Termohon;
b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon,;

c. petitum Termohon.

Pasal 12
(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat:
a. nama dan jabatan;
b. alamat kantor;
c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga

memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
a. nama,;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku

c. alamat;
d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

e. alamat surat elektronik (email).

Pasal 13

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat:

a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan

Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan



permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon

kabur atau surat kuasa;

b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan
penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.

Pasal 14

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢ memuat permintaan kepada

Mahkamah untuk:
a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,;

b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah

benar.

Bagian Keempat
Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 15

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, terdiri atas:
a. identitas Pihak Terkait;

b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan

Pemohon;

c. petitum.

Pasal 16

(1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat:
a. nama dan alamat Pihak Terkait;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

c. nomor telepon dan seluler; dan

d. alamat surat elektronik (email).
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(2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, keterangan Pihak Terkait

juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
a. nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku

c. alamat;
d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

e. alamat surat elektronik (email).

Pasal 17

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memuat:

a.

uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan partai politik/partai politik

lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;

eksepsi (jika diperlukan dan Dbersifat alternatif) terhadap kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan
permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon

kabur atau surat kuasa;

tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan
penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.

Pasal 18

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢ memuat permintaan kepada

Mahkamah untuk:

a.

b.

menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.
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Bagian Kelima
Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu

Pasal 19

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, terdiri atas:

a. identitas Bawaslu;

b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

Pasal 20

(1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memuat:

a.
b.
c.

d.

nama dan jabatan;
alamat kantor;
nomor telepon kantor dan seluler; dan

alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga

memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

a.

b.

nama;

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk

(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
alamat;
nomor telepon kantor dan seluler; dan

alamat surat elektronik (email).

Pasal 21

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, memuat:

a. pelaksanaan pengawasan;

b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan,;

c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan
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oleh Pemohon; dan

d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Pasal 22

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan
Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA
DPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan
Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPD disusun berdasarkan

sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Pasal 24

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23, terdiri atas:
a. identitas lengkap Pemohon,;
b. uraian yang jelas mengenai:
1. kewenangan Mahkamabh;
2. kedudukan hukum Pemohon;

3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
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4. pokok Permohonan Pemohon;

5. petitum Pemohon.

Pasal 25
(1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memuat:
a. nama dan alamat Pemohon;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

c. nomor telepon dan seluler; dan
d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga

memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
a. nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;

c. alamat;
d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
e. alamat surat elektronik (email).

(3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan

Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.

Pasal 26

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1,

memuat:

a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD;
b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPD;

c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa,
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mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD.

Pasal 27

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka

2, memuat:

a.

uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan

PHPU anggota DPD berdasarkan peraturan perundang-undangan;

penjelasan mengenai Pemohon sebagai perseorangan peserta Pemilu anggota
DPD berdasarkan keputusan Termohon mengenai penetapan peserta Pemilu

anggota DPD dan nomor urut peserta Pemilu anggota DPD;

pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan PHPU anggota DPD.

Pasal 28

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf b angka 3, memuat:

a.

uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPD

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh

Termohon;

uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU

anggota DPD oleh Pemohon;

pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang

waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPD.

Pasal 29

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka

4, memuat penjelasan mengenai:

a.

b.

kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang

berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;

hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
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Pasal 30
Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 5, memuat:

a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

oleh Termohon;

b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar

menurut Pemohon.

Bagian Ketiga
Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon

Pasal 31

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23, memuat:
a. identitas Termohon;
b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;

c. petitum Termohon.

Pasal 32
(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a memuat:
a. nama dan jabatan;
b. alamat kantor;
c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga

memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
a. nama,;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;

c. alamat;
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d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

e. alamat surat elektronik (email).

Pasal 33

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, memuat:

a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan
permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon

kabur atau surat kuasa;

b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan
penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.

Pasal 34

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf ¢ memuat permintaan kepada

Mahkamah untuk:
a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah

benar.

Bagian Keempat

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 35

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, terdiri atas:
a. identitas Pihak Terkait;

b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan

Pemohon;

c. petitum.
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Pasal 36

(1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memuat:
a. nama dan alamat Pihak Terkait;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

c. nomor telepon dan seluler; dan
d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait

juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
a. nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;

c. alamat;
d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

e. alamat surat elektronik (email).

Pasal 37

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, memuat:

a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan perseorangan Peserta Pemilu

anggota DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;

b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan
permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon

kabur atau surat kuasa;

c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pernohon dalam pokok permohonan dan
penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.
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Pasal 38

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf ¢ memuat permintaan kepada

Mahkamah untuk:
a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.

Bagian Kelima

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu

Pasal 39

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23, terdiri atas:
a. identitas Bawaslu;

b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

Pasal 40

(1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a memuat:
a. nama dan jabatan,;
b. alamat kantor;
c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga

memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

a. nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;

c. alamat;

d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
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e. alamat surat elektronik (email).
Pasal 41

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, memuat:
a. pelaksanaan pengawasan;
b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;

c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

oleh Pemohon; dan

d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Pasal 42

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan
Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan
Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden disusun

berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
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Bagian Kedua

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Pasal 44

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43, terdiri atas:

a. identitas lengkap Pemohon;

b. uraian yang jelas mengenai:

1.

2.

kewenangan Mahkamabh;

kedudukan hukum Pemohon;

tenggang waktu pengajuan permohonan;
pokok Permohonan Pemohon;

petitum Pemohon.

Pasal 45

(1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a memuat:

a.

b.

C.

d.

nama dan alamat Pemohon,;

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

nomor telepon dan seluler; dan

alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga

memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:

a.

b.

nama,;

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku

alamat;
nomor telepon kantor dan seluler; dan

alamat surat elektronik (email).
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(3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan

Pemohon juga memuat identitas Termohon terdiri atas:
a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.

Pasal 46

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1,

memuat:

a.

uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
uraian mengenai objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden,;

pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 47

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka

2, memuat:

a.

uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan

PHPU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan,;

penjelasan mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden peserta Pemilu berdasarkan keputusan Termohon mengenai penetapan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan nomor urut pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden;

pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 48

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf b angka 3, memuat:

a.

uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan
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Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang
penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh

Termohon;

c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU

Presiden dan Wakil Presiden oleh Pemohon;

d. pernyataan mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang

waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 49

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka

4, memuat penjelasan mengenai:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang

berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 50
Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 5, memuat:

a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

oleh Termohon;

b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar

menurut Pemohon.

Bagian Ketiga

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon

Pasal 51

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43, memuat:
a. identitas Termohon;

b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
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c. petitum Termohon.

Pasal 52

(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a memuat:

a. nama dan jabatan;
b. alamat kantor;
c. nomor telepon kantor dan seluler; dan

d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga

memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
a. nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku

c. alamat;
d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

e. alamat surat elektronik (email)

Pasal 53

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, memuat:

da.

eksepsi (jika diperlukan dan Dbersifat alternatif) terhadap kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan
permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon

kabur atau surat kuasa;

tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan
penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar;

Pasal 54

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf ¢ memuat permintaan kepada

Mahkamah untuk:
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a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah

benar.

Bagian Keempat

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 55

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, terdiri atas:
a. identitas Pihak Terkait;

b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan

Pemohon;

c. petitum.

Pasal 56

(1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a memuat:
a. nama dan alamat Pihak Terkait;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

c. nomor telepon (seluler); dan
d. alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait

juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
a. nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku

c. alamat;
d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

e. alamat surat elektronik (email).
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Pasal 57

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, memuat:

a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;

b. eksepsi (jika diperlukan dan Dbersifat alternatif) terhadap kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan
permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon

kabur atau surat kuasa;

c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan
penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.

Pasal 58

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf ¢ memuat permintaan kepada

Mahkamah untuk:
a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

telah benar.

Bagian Kelima

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu

Pasal 59

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43, terdiri atas:
a. identitas Bawaslu,;

b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.
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Pasal 60

(1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a memuat:

a.
b.
c.

d.

nama dan jabatan;
alamat kantor;
nomor telepon kantor dan seluler; dan

alamat surat elektronik (email).

(2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga

memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

a.

b.

nama;

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk

(KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
alamat;
nomor telepon kantor dan seluler; dan

alamat surat elektronik (email).

Pasal 61

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, memuat:

a. pelaksanaan pengawasan;

b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;

c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

oleh Pemohon; dan

d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Pasal 62

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan

Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,

Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 59 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, PHPU
anggota DPD, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut oleh

Rapat Permusyawaratan Hakim.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

/X __ANWAR USMAN 4
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LAMPIRAN I

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Pemohon menjelaskan bahwa:
Pemohon adalah:
1) Partai Politik peserta Pemilu dan nomor urut berdasarkan Keputusan
Termohon,; dan/atau
2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan Keputusan
Termohon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK
2/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan
DPRD secara nasional oleh KPU.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI*... (*diisi sesuai dengan nama Provinsi yang diajukan oleh
Pemohon)

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)

MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA.
Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan
perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai
alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam
tabel.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA

DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA.
Pemohon (calon anggota DPR dan DPRD) menyandingkan dan
menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon
dan Pemohon (calon anggota DPR dan DPRD) disertai alat bukti hanya
pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

V. PETITUM
1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD).
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai
Politik/ Calon anggota DPR dan DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.



-Kop surat logo partai politik peserta Pemilu -

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama L uns e e vey ses e v semsamnsse e 5655 55 S8 55 SRR SRRV E R
Jabatan : Ketua Umum/Presiden (sesuai dengan
nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai
politik peserta Pemilu) Partai........ccoeveeviviiieneeniennenn.
Alamat Kantor T R 6 HERE s eSS FORNRR £ SHUSRES § R S Y S aan semme wem e w8 SRS

..............................................................................

CIMAIL uman smwns s wusns aisws s smmmes csmmen smgmvess s vas s s ams 43

NIK D s wemeine sam e ewmsnmn §6 8 4058 5 TS FS 6 AR ¥ (sesuai KTP)

2. Nama § e waw s e cvesans e o1t imn om0 G A GRT S RO SR S
Jabatan . Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (sesuai

dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh
partai politik peserta pemilu) Partai ..........c..cceenen.e.
Alamat Kantor T RS £ SN RS SRR Ry e smees s e e sk 8 e 6 AR B 5

nOomor telePOn/HP...... . ouescaiss s sonms ssivs snamss sners s savas

BTAIL 45 cnms swmes v smses wammse swpsws casume vams wom e s smon oo 5655 5585 5

NIK D e ammeein SR AR RSN VRS RYR SRS By (sesuai KTP)
bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) ... dan calon anggota DPR,

DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan:

1) ...,

2) iais

3) dst,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:
1) iass

2) ...,

3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang
beralamat di..., nomor telepon/HP... email:...., baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ....coovvveviiiiiiiiiiiiii e Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut SEDAZAT ..vvvvuiniiiiiiiiiie e Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

~-3-
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Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang
diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... Mei 2019 pukul..., WIB,
sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan
Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa
dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan
DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi,

Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal... Mei
2019;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan
DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a.

C.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK, Pemohon adalah
partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)
huruf ¢ UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan
hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi
Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018),
Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai
politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan
DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
tentang ... (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal ..., Pemohon adalah salah satu
partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut ...;

b



d.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019}
tanggal ... Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

IV.

a.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU
Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan
DPRD secara nasional oleh KPU;

. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat

dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali
dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui
permohonan online);

. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara
nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal ... Mei 2019
pukul ... WIB;

. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan

hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil
Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal... Mei 2019, pukul ... WIB;

. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah
pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI...

4.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih
perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL
yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.1. DAPIL...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI

POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



4.1.2,

4.1.3.

No. | PARPOL Petbleian Buara Selisih
Termohon | Pemohon

CoHED [

dst.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan

sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di...
sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...,).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...,).

3. dst.

4.1.1.2. DAPIL..dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

akan dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan
selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.2.1. DAPIL...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON

ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Nama Calon Perolehan Suara
No. Anggota DPR Termohon Pen:loho Selisih
1
2.
3 dst.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan

sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di
... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).

3. dst.

4.1.2.2. DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan
yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota
DPR)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih
perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.



4.1.4.

4.1.3.1. DAPIL ...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI

No. PARPOL Eatolshng Suare Selisih
Termohon | Pemohon

o Dol b

dst.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan

sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ...
sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).

3. dst..

4.1.3.2. DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan
yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI

Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan
menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya
pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.4.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI

Nama Calon Perolehan Suara
No. | Anggota DPRD | Termoho Selisih
P . . Pemohon
rovinsi n
1.
2,
3 dst.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan

sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-...).

3. dst.



4.1.5.

4.1.6.

4.1.4.2. DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan yang
akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD
Provinsi)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih
perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...

4.1.5.1.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

No. PARPOL Yetglshan Bump Selisih
Termohon Pemohon

o=

dst.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan

sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).

3. dst.

4.1.5.1.2. DAPIL... dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

4.1.5.2. KABUPATEN/KOTA...
4.1.5.2.1. DAPIL...

4.1.5.2.2. DAPIL...dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyandingkan
dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya
pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:



4.1.6.1. KABUPATEN...
4.1.6.1.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON
ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

Nama Calon Perolehan Suara
Anggota DPRD -
No. Kagtglpaten/Ko Termohon | Pemohon Rl
ta
1.
2.
3 dst.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan

sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).

3. dst.

4.1.6.1.2. DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota)]

4.1.6.2. KABUPATEN/KOTA...

4.1.6.2.1.DAPIL...

4.1.6.2.2.DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota)]
4.2. PROVINSI..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan
DPRD)].
V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ...
(Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR
dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019, untuk pemilihan

anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan...,...,..., dst (sesuai dengan
dalil dalam posita permohonan); untuk pemilihan anggota DPRD
Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan...,...,..., dst (sesuai dengan dalil

dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD



3:

Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan...,...,..., dst (sesuai
dengan dalil dalam posita permohonan).

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON
ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...
No. PARPOL Perolehan
Suara
1.
2.
3. dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL ...
No. Nama Calon Anggota DPR Perolehan
Suara
1.
2. soe
3 dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...
No. PARPOL Perolehan
Suara
1.
2.
3 dst.

-10- /'b



3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...

No Nama Calon Anggota DPRD Perolehan

’ Provinsi Suara

1s

2.

3 dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...
DAPIL...
No. PARPOL Perolehan
Suara
1.
2. ..
3. dst.

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang
dimohonkan]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...
DAPIL...
No Nama Calon Anggota DPRD Perolehan
) Kabupaten/Kota Suara
P
2,
3. dst.

-11-



DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)].

KABUPATEN/KOTA..., dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)].

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON
ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*
1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa
hukum.
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LAMPIRAN I

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
PERSELISITHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I.

II.

DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1.

1.2.

1.3.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum
anggota DPR dan DPRD.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang

menjelaskan Pemohon adalah:

1) Partai Politik peserta pemilihan umum dan nomor urut berdasarkan
Keputusan Termohon, dan/atau

2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan
Keputusan Termohon.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK
2/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan
perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain,
misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI...

1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara
menurut Termohon dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada
DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA

DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara
menurut Termohon dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD)
hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.



III. PETITUM

Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Termohon,

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR dan DPRD telah benar.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaa
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;



- Kop surat Komisi Pemilihan Unum -

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal :Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik...
/ Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama T pewees semeommacne sonns SR S 5 AR B S A yivien visree s £ETE 5
Jabatan . Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor T i R R S S SNy e s mres mm s scnn 5 BN A S

EILAIL imies 58 s e s s pswwwew sween swun s s 0.5 555 SRS s 3
NIK 5 s v s s 0L SEE RS PSSR s g e s (sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor... memberi kuasa kepada:

1) ...,
D) s
3) dst.
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang
beralamat di... nomor telepon/HP... email:...  NIK/Kartu advokat... baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa,;

Selanjutnya disebut sebagai......ccccooeeiviiiiiiiiiiiiiiiii Termohon

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor... yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik... /Calon Anggota DPR dan DPRD
peserta Pemilu), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan
DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan
alasan-alasan sebagai berikut:
1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam
Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1) bahwa...,



II.

2) bahwa...,
3) dst.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan
DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh
Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang
waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan
permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan
tanggal..., pukul...,

2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi
pada tanggal..., pukul...,

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon,
Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu
pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

e. Eksepsi lainnya (jika ada).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara
untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah
sebagai berikut:

2.1. PROVINSI...

2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI

POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No. | PARPOL Perdlshan Huark Selisih
Termohon | Pemohon

L 8o

dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,
menurut Termohon adalah sebagai berikut:

—-5-



2.1.2.

2.1.3.

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...,).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...,).
3. dst.
2.1.1.2. DAPIL..dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)/

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL
yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON
ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Nama Calon Perolehan Suara
_ A .y
No nggota DPR Petmohon Pen:loho Selisih
1.
2.
3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di
... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...):

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...):

3. dst.

2.1.2.2. DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.3.1. DAPIL ...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI



2.1.4.

No. PARPOL Perolehan Suatd Selisih
Termohon Pemohon

o b s

dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisith suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

3. dst.

2.1.3.2. DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)|

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya
pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.2.4.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI

Nama Calon Perolehan Suara
No. | Anggota DPRD | Termoho Selisih
Provinsi n Pemohon
1.
2.
3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

3. dst.

2.2.4.2. DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD
Provinsi)]



2.1.5.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

2.1.6.

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...
2.1.5.1.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

Perolehan Suara

No. PARPOL Termohosi | Pemohon Selisih

2 |

dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

3. st

2.1.5.1.2. DAPIL... dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

2.1.5.2. KABUPATEN/KOTA...
2.1.5.2.1. DAPIL...

2.1.5.2.2. DAPIL...dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.6.1. KABUPATEN...

2.1.6.1.1. DAPIL...



Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON
ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

Nama Calon Perolehan Suara
Anggota DPRD . .
. Kaglglpaten/Ko Termohon | Pemohon Sellsih
ta
1.
2.
3 dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

3. dst.

2.1.6.1.2. DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota)|

2.1.6.2. KABUPATEN/KOTA...
2.1.6.2.1. DAPIL...untuk

2.1.6.2.2 DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota)]

2.2. PROVINSI..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan
DPRD)].

III. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI
Menerima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...
tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah
pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:



3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON
ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...
No. PARPOL Peralshan
Suara
1.
2. .
3 dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL ...
No. | Nama Calon Anggota DPR Perolehan
Suara
1.
2. e
3 dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...
No. PARPOL Perolehan
Suara
1.
2. ..
3. dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]
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3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...

N Nama Calon Anggota DPRD Perolehan
L Provinsi Suara
1.

2.
3 dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...
DAPIL...
No. PARPOL Pearoleliun
Suara
1.
2. .
3. dst.

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang
dimohonkan]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...
DAPIL...
No Nama Calon Anggota DPRD Perolehan
’ Kabupaten/Kota Suara
1.
2. 5
3, dst.

~-11-



DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD

Kabupaten/ Kota)].

KABUPATEN/KOTA..., dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)].

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON
ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani
oleh kuasa hukum.
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LAMPIRAN I

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I.

II.

DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1.

1.2.

1.3

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum
anggota DPR dan DPRD.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang

menjelaskan Pemohon adalah:

1) Partai Politik peserta pemilihan umum dan nomor urut berdasarkan
Keputusan Termohon; dan/atau

2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan
Keputusan Termohon.

. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK
2/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan
perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

(Selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi
lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat
kuasa).

DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI...

1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA.

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan
suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon disertai kontra alat bukti
terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik)
hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA

DPR/DPRD) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA.

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan
suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon disertai kontra alat bukti
terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota
DPR/DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam
tabel.



III. PETITUM

Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil
Pemilu anggota DPR dan DPRD telah benar;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;



- Kop surat logo partai politik peserta pemilu -

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Poltik... /calon

peserta pemilu anggota DPR dan DPRD)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

NIK

2. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

NIK

Ketua Umum/Presiden (sesuai dengan
nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai

politik peserta Pemilu) Partai .........ccoceviiiieinniennnn..

..............................................................................

..............................................................................

Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (sesuai
dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh

partai politik peserta Pemilu) Partai ......cccccoveuneenenne.

..............................................................................

bertindak untuk dan atas nama Partai... dan calon anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

1) ...,
2) o5
3) dst.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., tanggal..., memberi kuasa
kepada:

1) w5
2) ...,
3) dst.
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang
beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat..., baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut Sebagai.......cccuuiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiie e, Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
...-... /[PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai...

nama partai politik peserta pemilu), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan
DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam
Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan
DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh
Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang
waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan
permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan
tanggal..., pukul...,

2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi
pada tanggal..., pukul...,

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait,
Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu
pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.
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II.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

e. Eksepsi lainnya (jika ada).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara
untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait
adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI...

2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI

POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Perolehan Suara
No. PARPOL Pihak Selisih
P Pemohon
Terkait
1.
2. ..
3 dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...,).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...,).

3. dst.

2.1.1.2. DAPIL..dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL
yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:
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2.1.3.

2.1.2.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON
ANGGOTA DPR MENURUT PIHAK TERKAIT DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Nama Calon Perolehan Suara
No. Anggota DPR Pihak Pemoho Selisih
Terkait n
1.
2.
3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di
... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

3. dst

2.1.2.2. DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.3.1. DAPIL ...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI

POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

PROVINSI
Perolehan Suara
No. PARPOL Pihak Selisih
- Pemohon
Terkait

1.
2. ..
3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

3. dst.



2.1.4.

2.1.5.

2.1.3.2. DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonikan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya
pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.2.4.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI

Nama Calon Perolehan Suara
No. | Anggota DPRD Pihak Pemohon Selisih
Provinsi Terkait
1.
2,
3 dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

3. dst.

2.2.4.2. DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD

Provinsi)]
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...

2.1.5.1.1. DAPIL...



2.1.6.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

KABUPATEN/KOTA
Perolehan Suara
No. PARPOL Pihak Selisih
. Pemohon
Terkait

1.

2% ...

3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

3. dst.

2.1.5.1.2. DAPIL... dst [sesuai dengan jumlah permohonan

yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

2.1.5.2. KABUPATEN/KOTA...
2.1.5.2.1. DAPIL...

2.1.5.2.2. DAPIL...dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.6.1. KABUPATEN...

2.1.6.1.1. DAPIL...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON
ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT DAN

PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

Nama Calon Perolehan Suara
Anggota DPRD . .
No. Kabupaten/Ko Plhalf Pemohon Selisih
Terkait
ta
1.
D
3. dst.




Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas,

menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

3. dst.

2.1.6.1.2. DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota)]

2.1.6.2. KABUPATEN/KOTA...
2.1.6.2.1. DAPIL...untuk

2.1.6.2.2 DAPIL..., dst [sesuai dengan jumlah permohonan
yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota
DPRD Kabupaten/ Kota)]

2.2. PROVINSI..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan
DPRD)]

III. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI
Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...
tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019:

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah
pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON
ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:
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3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

DAPIL...

No. PARPOL Perolehan
Suara
1.
2:
3. dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL ...
No. Nama Calon Anggota DPR Perolelian
Suara
1,
2.
3 dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...
No. PARPOL Ferolehan
Suara
1.
2
3 dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI) UNTUK ©PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:
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3.1.5.

3.1.6.

DAPIL...

No Nama Calon Anggota DPRD Perolehan

’ Provinsi Suara

1.

2.

3 dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Prouvinsi)]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...
DAPIL...
No. PARPOL Perclehin
Suara
1.
2. .
3. dst.

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang
dimohonkan]

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...
DAPIL...
No Nama Calon Anggota DPRD Perolehan
’ Kabupaten/Kota Suara
1.
2.
3 dst.
DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang

dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)].
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3.2.

Atau

KABUPATEN/KOTA..., dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)].

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON
ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. dst.

*jika

menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait

ditandatangani oleh kuasa hukum.
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LAMPIRAN I

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

IDENTITAS BAWASLU

A. Pelaksanaan Pengawasan.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh
tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD).

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan
B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang
telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu
anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota
DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung)

B. 3. Penyelesaian Sengketa

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh
tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat
bukti yang mendukung)

C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang
Dimohonkan.

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan
pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung)

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok

Permohonan.



- Kop surat -

..., (tempat)..., (tanggal, bulan, tahun)

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPR-DPRD-
XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Politik..., Nomor Urut..., untuk

daerah pemilihan Provinsi...,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama D e e AT SRS S5 SIS TSN DN O S R S BTN Heee
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor D e b e 578 SR SHE S ST W (RS €08 S S B TAS 463 s
nomor telepon Kantor..........ccovvvvineiiiienneciieinennnen.
EIMVAAL et somnemm e oo im0 65 5655 5567 £ w3 5938 Samimmnn e
2. Nama D i v we ey paiy s sy s e rnme messn s ssie » s S5 EF GRS 6
Jabatan . Anggota Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor 8 s e e ¢ i s s e s s i i i s e iR < S B S G
nomor telepon Kantor......... e ivisianssmsacns sovs sasvans sus
EINAIL 1ottt e
3. ... dst

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor..., memberi kuasa kepada:
-
2) ...,
3) dst.



kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat

di ..., nomor telepon/HP..., email:..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ... ... -.../PHPU.DPR-

DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh partai politik..., Nomor Urut..., untuk

daerah pemilihan Provinsi ..., sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan
1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh
tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat bukti yang
mendukung).

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota
DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

1) Bahwa..., (Bukti PK-...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota
DPR dan DPRD beserta alat bukti yang mendukung).

Penyelesaian Sengketa.

1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)

2) Bahwa..., (Bukti PK-...,)

3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh
tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta alat
bukti yang mendukung).



C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang
Dimohonkan.
1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan
pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok

Permohonan.

TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD

DUGAAN JENIS
NO NOMOR STATUS INSTANSI TUJUAN
PELANGGARAN
1
2
3
dst. dst. dst. dst. dst.

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1.Nama (tanda tangan)

2.Nama (tanda tangan)

3.dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh
kuasa hukum.



LAMPIRAN II

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I.

II.

III.

Iv.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa
dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan Umum Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwalkilan Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Nomor Urut berdasarkan Keputusan
Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2018.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018,
yaitu digjukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara
nasional oleh Termohon.

POKOK PERMOHONAN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan
perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada
kabupaten/kota yang dimohonkan sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI...
4.1.1. KABUPATEN/KOTA...
4.1.2. KABUPATEN/KOTA...
4.1.3. KABUPATEN/KOTA...
4.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst. (sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan,).
4.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...
(nama Provinsi yang diwalkili)

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan
perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam
tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di
kabupaten/kota yang dimohonkan.

PETITUM

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah).

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang benar menurut Pemohon.



- Kop surat -

Jakarta,... Mei 2019
Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L s wuen swne wenvnme nnas s snnh 55 S S0 DR EGHEEN $5 R ETR SRS S e s
Alamat T EAeE S S SRS S s s e e oS S ST B K R s e i
HOMOr telepPOon [ HEP... .. c s suasus semyasssvns sros siwe s envansanas ove o omens vems
CIML 1o5 sonsvossss smswaise cos enonnamsmsmen wons o 4555 564 003 333 54303 SHVELEHESS un oo
NIK 2 e s i FEEETS 5 $SREHN S 4SS 8 eir b A S s s Sarnn (sesuai KTP)

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi ...,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... dalam hal ini memberi kuasa
kepada:

1} «ss;

2) ...,

3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat

di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat.............. , baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.......ccoviiviiiiiiiiiiiiiii e Pemohon;
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut SEDAZAL ..uvvvviiiniiiiiiii e Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal..., pukul...,
WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan
Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa
dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan
perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)
huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan
hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon
yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU
anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian
keanggotaan DPD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...
tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2019 bertanggal..., Pemohon adalah Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi..., Nomor Urut...;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara
nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU
Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD
secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan
permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional
oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal... Mei 2019, pukul..., WIB;

d. Bahwa

Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke

Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., Mei 2019 pukul..., WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh
pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan
perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat
bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan, sebagai berikut:

4.1.1. KABUPATEN/KOTA...

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...,

Nama Calon Perolehan Suara

No. A t isi
© rll)ggg @ Termohon | Pemohon Selisih
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas

disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di...
dikarenakan ... (bukti P-...).

2. Penambahan suara bagi calon lain di ...
dikarenakan ... (bukti P-...).

3. dst.

sebanyak... suara

sebanyak... suara

4.1.2. KABUPATEN/KOTA...

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...

Nama Calon

Perolehan Suara

No. A isi
© xggggta Termohon | Pemohon Helisih
1.

2.




Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas

disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara
dikarenakan ... (bukti P-...).

2. Penambahan suara bagi calon lain di ... sebanyak... suara
dikarenakan ... (bukti P-...).

3. dst.

4.1.3. KABUPATEN/KOTA...

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...

B Nama Calon Perolehan Suara
No. Anggota Pemoho Selisih
DPD Termohon n
1,
2
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas
disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara
dikarenakan (bukti P-...).

2. Penambahan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara
dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

4.1.4. KABUPATEN/KOTA..., dst. (sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

4.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi
yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel .... PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH
KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

Nama Calon Kabupaten/Kota
No- | Anggota DPD dst. Jumlah
2
3. dst.
V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang...
(Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD
Tahun 2019), bertanggal... Mei 2019;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun
2019 Provinsi..., yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Nama Calon Anggota DPD Perolehan Suara
t.
2.
3.
Total Suara Sah

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*
1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa
hukum.



LAMPIRAN II

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I.

I1.

DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1.

1.2.

1.3.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara perselistihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan umum perseorangan calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dan Nomor Urut berdasarkan Keputusan
Termohon.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK
3/2018, yaitu yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain,
misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang
benar menurut Pemohon.

2.1.

2.2.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI...

2.1.1. KABUPATEN/KOTA...
2.1.2. KABUPATEN/KOTA...
2.1.3. KABUPATEN/KOTA...

2.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst. (sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...
(nama Provinsi yang diwalkili)

Termohon menjelaskan penghitungan perolehan suara menurut
Termohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh
kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.



IIl. PETITUM

Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Termohon,

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permchonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerahj telah benar;

. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan
DPD.

3

—-11i-



- Kop surat -

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-
DPD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (... nama Perseorangan
Calon Anggota DPD)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama T i e o SR S SRS HOE K RS A0SR S WA eemien waieains basmad O SEE
Jabatan . Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor T iR e SRR EOF R g4 swetan wiee miee evsmmnen S55ER FEHFIEH SR S VSRS B

GIIIGULL vosssus uswuew sxsmome vames s o sovs vmmnons s AR5 455 FA8H 555 s8R 0% 5 mm ouis
NIK U RN I SR HNE e e B N H A e e (sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

1) ...,
2) ...,
3) dst.
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang
beralamat di... nomor telepon/HP... email: ... NIK/Kartu advokat..., baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai.......c.occovvuviiiiivieinnennnnn. Termohon;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor...
yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPD peserta
Pemilu), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu
Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun
2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,

2) bahwa...,

3) dst.



1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara
nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul...,
Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal...,
pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,

2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi
pada tanggal..., pukul...,

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon,
permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu
pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

1.5. Eksepsi lainnya (jika ada).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN
Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan
perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya
Pemohon di Provinsi ..., sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA
Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut
Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang
diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh
sebagai berikut.

2.1.1. KABUPATEN/KOTA...

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON

No Nama Calon Perolehan Suara Selisih
’ Anggota DPD | Termohon | Pemohon

2.

3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di

atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di...
sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

3. dst.



2.1.2. KABUPATEN/KOTA...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON

No Nama Calon Perolehan Suara Selisih
) Anggota DPD Termohon | Pemohon
1.
2.
3. dst. ) S

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di

atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

3. dst.

2.1.3. KABUPATEN/KOTA ...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON

rN’o Nama Calon | Perolehan Suara Selisih
e Anggota DPD | Termohon | Pemohon

[

w| ®

dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di

atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).

3. dst

2.1.4. KABUPATEN/KOTA..., dst. (sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel di
bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan,
sesuai dengan contoh sebagai berikut:



Tabel ... PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI SELURUH
KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

Nama Calon Kabupaten/Kota
No- | Anggota DPD dst, | Jumiah
2:
3. dst.

III. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...
tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD
Provinsi... yang benar adalah sebagai berikut:

No. Nama Calon Anggota DPD Perolehan Suara
e

2.

3. dst.

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani
oleh kuasa hukum.



LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PITHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

I. IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Perseorangan
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum serta
Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan
Termohon.

II.DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

2.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan Pemohon adalahb Perseorangan calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah serta Nomor urut calon peserta Pemilu anggota
Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan keputusan Termohon.

2.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan tenggang wakt pengajuan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 dan Pasal 6 ayat (1) PMK
3/2018, yaitu diajukan dalam jagka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan
perolehan hasil suara pemilhan.

(selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi
lain, misalnya terkait dengan Permohonan kabur atau surat kuat).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan
suara yang benar menurut Pemohon.

3.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI
KABUPATEN/KOTA
3.1.1. KABUPATEN/KOTA...
3.1.2. KABUPATEN/KOTA...
3.1.3. KABUPATEN/KOTA...
3.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst. (sesuai dengan jumlah perolehan

suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

3.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI

(nama Provinsi yang diwakili)



Pihak Terkait menjelaskan penghitungan perolehan suara menurut Pihak
Terkait secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh
kabupaten/ kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.

IV. PETITUM
Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Pihak terkait:
Dalam Pokok Permohonan:
1.  Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2.  Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah) telah benar;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian

keanggotaan DPD.



- Kop surat -

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPD Provinsi..., )
dalam perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XVII/2019 yang dimohonkan

oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPD Provinsi..., )

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama U s s v s i wremsiein 5l A5 T HFES H65 HEY U SR e g v v s mlbis S5 SHH 45

Alamat T e AR VS ST SR A S e e e s e ssneen S S 468 T B S o
nomor telepon /HP.......cooviiiiiiiiii i
CIBAL v oo wviems o wcims s 055555 5555 5370155 Fmm e w5 nns $ 0% wmiewmmins om men's w i § 08 55058

NIK T e 56 HASE S S ST A it mianre soemes o w556 8 BRI A £ (sesuai KTP)

Perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2019 dari Provinsi ...,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... memberi kuasa kepada:

1) cass
2) ...,
3) dst.
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang
beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat..., baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai........coveviviiiiiiiiiiiiiiir e Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
...-.../PHPU-DPD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan

calon anggota DPD Provinsi ... ), sebagai berikut.
I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD
dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan



II.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD dalam Pemilu
Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD
secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal...,
pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada
tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,

2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi
pada tanggal..., pukul...,

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak
Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu
pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

Eksepsi lainnya (jika ada).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan
perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya
Pemohon di Provinsi ..., sebagai berikut:

2.1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara
menurut Pihak Terkait disertai  kontra alat bukti terkait dengan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota
di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai
dengan contoh sebagai berikut.

2.1.1. KABUPATEN/KOTA...

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON



Nama Calon Perolehan Suara
No. Anggota DPD Pihak Selisih
5 Pemohon
Terkait
2.
3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di

atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di...
sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

3. dst.

2.1.2. KABUPATEN/KOTA...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT

PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Nama Calon Perolehan Suara
No. Anggota DPD Pihak Selisih
. Pemohon
Terkait
2.
3. dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di
atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.

2.

3

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
dst.

2.1.3. KABUPATEN/KOTA ...
Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT

PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Nama Calon Perolehan Suara
No. | Anggota DPD Pihak Selisih
. Pemohon
Terkait
2.
3 dst.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di
atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:



1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon
di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon
lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).

3. dst.

2.1.4. KABUPATEN/KOTA..., dst. (sesuai dengan jumlah perolehan
suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA
Perolehan suara menurut Pihak Terkait secara lengkap dalam tabel di
bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan,
sesuai dengan contoh sebagai berikut:

Tabel .... PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DI
SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

Nama Calon Kabupaten/Kota
No- | Anggota DPD dst, | Jumiah
2.
35 dst.

III. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...
tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Anggota DPD Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD
Provinsi... yang benar adalah sebagai berikut:

No. Nama Calon Anggota DPD Perolehan Suara
1.

2.

3. dst.

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Hormat kami,
Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait *

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

*jilka menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait
ditandatangani oleh kuasa hukum.



LAMPIRAN II

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON, JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN
KETERANGAN BAWASLU DALAM
PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, SERTA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

IDENTITAS BAWASLU
A. Pelaksanaan Pengawasan.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh
tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPD).

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan.

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang
telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu
anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota
DPD beserta alat bukti yang mendukung).

B. 3. Penyelesaian Sengketa.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh
tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang
mendukung).

C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang
Dimohonkan.

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan
pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok
Permohonan.



- Kop surat -

..., (tempat)..., (tanggal, bulan, tahun)

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPD-
XVII/2019 yang dimohonkan oleh Perseorangan Calon anggota DPD...,

Provinsi..., Nomor Urut...,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama T inmmene s e s e e AR R R AN S AR R 3 S A
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor e s o 1 8 5 1 8 (i i e e
nomor telepon kantor..........cooceviiiiiiiiiiiiiiiniinin.
CIATL § conusmummnmonsosmuns songummuvs sospaamsaminsos gos G5 e srssiwvss
2. Nama U o eeREs e S SVARE RS PO SRR S S A SO AVNEeS S (VI8 FREN AR e
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor T smeevens s e e S S SO £ S S S RS SR S s e e
nomor telepon Kantor........oocevvviiviiviiieeeineineiniiinennn.
(S 212 51 O S U
3. ... dst.

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1) s

2) ...,

3) ..., dst.



kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat
di ..., nomor telepon/HP..., email:..., NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPD-XVII/2019
yang dimohonkan oleh calon anggota DPD..., Provinsi..., Nomor Urut..., sebagai
berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan

1) Bahwa..., (Bukti PK- ...).
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...).
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh
tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan.

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
1) Bahwa..., (Bukti PK- ...).
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...).
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD
beserta alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
1) Bahwa..., (Bukti PK- ...).
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...).
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.

(Uraikan secara singkat tindalk lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD
beserta alat bukti yang mendukung).

B. 3. Penyelesaian Sengketa.
1) Bahwa..., (Bukti PK- ...)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan
dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang
Dimohonkan.
1) Bahwa..., (Bukti PK-...).
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...).



3) Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan
pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok
Permohonan.

TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PEMILU ANGGOTA DPD

DUGAAN JENIS
NO NOMOR PELANGGARAN STATUS INSTANSI TUJUAN
2
3
dst. dst. dst. dst. dst.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1.Nama (tanda tangan)

2.Nama (tanda tangan)

3.dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani
oleh kuasa hukum. :



LAMPIRAN III

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN
BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

L.

II.

III.

IV.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili
perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon  adalah  pasangan  calon
Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut...

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK
4/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari
setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan umum.

POKOK PERMOHONAN
Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan
oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

PETITUM
a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;

b. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan
suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);

c. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden yang benar menurut Pemohon.



- Kop surat -

Jakarta,...... Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor...
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama § s v e e e S s shn s sn s AR e SRR S HEE SRS EERAE R
Alamat S eess s RRRE N BN e e e £ Y Ve e e s S s
OMIOT tElePOIE [HP. .. .ooons vommns s 6550 3 a0 svs0s S50 s s

ETIVEIL susoin swwns sxwns s smmes sasmmes vwswnis vama vasien smeenimmsrimsive sxw o $55

NIK T oo smmmnnni #4555 KR EFE T S5 NN aROR AR s e (sesuai KTP)

2. Nama v s s cemees s sn e s 2w sea 555 610S EHR SR Fai RN e SRR E
Alamat P e B SUEAeE EE SO EASS S $ el e e s e S
nomor telepon [HP.... ... ..: vinss s ommns samams s svnss sy

BINAIL § soon s smns pusnws sonmon o sosnien « wos s wammmsismsios s smmsens 555 53

NIK D G e E R A SRR SSBEEA RS SRR TR A SR SRR (sesuai KTP)

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun
2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa
kepada:

1) sas
2) i
3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang
beralamat di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat..., baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai......ooccvviiiiiiiiiiiiiiiiiii Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut SEDAZAL ...ovvvviviiiiiii e Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan Keputusan KPU
Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum
Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019) bertanggal..., yang
diumumkan pada hari..., tanggal..., pukul..., WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

-3-



II.

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal
29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa
dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan
kepada Mahkamah Konstitusi,

. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil
Presiden.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b
UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil
pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan
Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden;

. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(selanjutnya disebut PMK 4/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Presiden
dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang

Penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2019 bertanggal..., Pemohon adalah pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2019, Nomor Urut...;

. Bahwa berdasarkan wuraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 tanggal..., Mei 2019.

ITII. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1)
PMK 4/2018, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu
Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;



. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 4/2018, permohonan dapat
dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 (tiga) hari
setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden oleh KPU;

. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada
tanggal ..., Mei 2019 pukul..., WIB;

. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil
Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., Mei 2019 pukul...,
WIB;

. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,
perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Nama Calon Perolehan Suara

1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1

2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2

Total Suara Sah

|

2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lain

menurut Pemohon dan Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel .... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
Perolehan Suara
No Dagrak Pemohon Selisih
Pemilihan
Termohon | Pemohon
(1) (2) (4) (5) (6)
1. Aceh
2. dst.
34. | Papua Barat
Jumlah
Tabel .... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN

CALON LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

Perolehan Suara
No Daerah Pasangan Calon Lain Selisih
Pemilihan
Termohon | Pemohon
(1) @ () ) 16)




Aceh

dst.

34.

Papua Barat

Jumlah

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan

adanya:
a. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ...

b.

C.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

(bukti P-...s.d.P-...).

Penambahan suara bagi
dikarenakan ... (bukti P-...s.d.P-...).
dst. (bukti P-...s.d.P-...).

peserta lain di...

sebanyak... suara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor... tentang Penetapan Perolehan
Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,

bertanggal..., 2019;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar menurut Pemohon sebagai

berikut:
No Nama Calon Perolehan Suara
1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1

2.

Pasangan Calon Nomor Urut 2

Total Suara Sah

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. dst.

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa

hukum



LAMPIRAN III

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN
BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I.

II.

III.

DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1.

1.2.

1.3.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan Pemohon adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden
serta  Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan umum berdasarkan
Keputusan Termohon.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1)
PMK 4/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari
setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain,
misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang
benar menurut Pemohon.

PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (Penetapan Perolehan
Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)
tetap sah dan benar.

c. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden



- Kop surat -

Jakarta, ... Mei 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-PRES-
XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden Nomor Urut...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S Lo brirerisse o vimcs s mumsmcmce e s s 58T R 6 S oS TS SR SIS B s e
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor S e« oo e mma smsssesen e § S R S SOSERVEEAS SRS S Sy G

NIK D emewns s e smm i 4 e e w0 FER SR R SRR B (sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

1) ...,
2) wess
3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat
di..., nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut SEbagaI......ovvvviitiiiiiiiiiiiie e Termohon;
Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor... yang
diajukan oleh Pemohon... Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu

Tahun 2019, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)
1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,



IL.

1.2.

1.3.

1.4.

mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam
Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal...,
pukul..., dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk
mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai
dengan tanggal..., pukul...,

2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal..., pukul...,

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon,
Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan

Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

1.5. Eksepsi lain (jika ada).

DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon

adalah sebagai berikut:



III.

1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di provinsi
atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar
berdasarkan bukti T-... dan saksi...

2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon
lain di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah

tidak benar berdasarkan bukti T-... dan saksi...

3) dst.

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di
provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS..., menurut Termohon
adalah  keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di
provinsi/kabupaten/kota atau PPK atau TPS... yang benar adalah
sebanyak... berdasarkan bukti T-... dan keterangan saksi...

c. dst.

d. Dengan demikian menurut Termohon dalil-dalil Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang
Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal ... 2019 pukul...;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut.

No Nama Calon Perolehan suara
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 ... suara
2. | Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 ... suara
Total Suara Sah ... suara




atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami,

Termohon/Kuasa Hukum Termohon
1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh

kuasa hukum.



LAMPIRAN III

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISTHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Calon Presiden dan
Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta
Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Termohon.

DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

I

II.

IIL.

1.1.

1.2.

1.3.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan Pemohon adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden
Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan
Umum berdasarkan Keputusan Termohon.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal 475 Ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 6 Ayat (1) PMK
4/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari
setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan.

(Selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi
lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan
suara yang benar menurut Pemohon.

PETITUM

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Menyatakan Keputusan KPU Nomor... tentang Penetapan Perolehan Suara
Tahap Akhir Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap sah
dan benar.

c. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.



- Kop surat -

Jakarta, ... Mei 2019

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-PRES-
XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden Nomor Urut...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama T memeses s e s sl s shsate s VS ST FRETACBNNEY RETSSEE SEEE aevmees
Alamat S e esin e SRR A HPTER GRS TS s e v s oS S
NnomoOTr telePON/ HP...ovciisninssmssensvomans s nomsn nones sssaivs sssv

CIAIL v vurme swsnss swimmn s incomn wricmith 5.5 Fidin £453 5008 K St em Ssis s

NIK D emmne s 658 668 EERAEE S5 T EESENY RS e s e (sesuai KTP)

2. Nama S mnans s sy ewnn s s s 1o 5 TS NN S S U S T s e
Alamat T i S5 NS S HSHARS SYMEN S G ¢ cw ni st im0 B TR
nomor telepon/HP.....cooooiiiiiiiiiiiiiieeeens

<395 F: & | e e

NIK D i e ESRT GRS SR S NS v s s s s ans S5 £ (sesuai KTP

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun
2019 Nomor Urut... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal...
memberi kuasa kepada:

1) ...,

D) s

3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat
di... nomor telepon/HP... email:... NIK/Kartu advokat... baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai......ccoceviviiviiiiiiiiiiiir e Pihak Terkait;



Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor...

yang diajukan oleh Pemohon... Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam
Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal...,
pukul..., dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk
mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai
dengan tanggal..., pukul...,

2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal..., pukul...,

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait,
Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan

Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

1) bahwa...,

2) bahwa...,



IL.

1.5.

3) dst.

Eksepsi lain (jika ada).

DALAM POKOK PERMOHONAN

a.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak

Terkait adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di provinsi
atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar
berdasarkan bukti PT-... dan saksi...

2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon
lain di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah
tidak benar berdasarkan bukti PT-... dan saksi...

3) dst.

. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di

provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS..., menurut Pihak Terkait
adalah  keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di
provinsi/kabupaten/kota atau PPK atau TPS... yang benar adalah
sebanyak... berdasarkan bukti PT-... dan keterangan saksi...

dst.

. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon adalah tidak

beralasan menurut hukum.

. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil

penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan

menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Perkara:

1.
Z

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang
Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal ... 2019 pukul...;



3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut.

No Nama Calon Ferolehan
suara

1. | Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut ... Suara
01

2. | Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut ... suara
02

Total Suara Sah ... suara

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Pihak Terkait /Kuasa Hukum Pihak Terkait

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. dst.

+jika

menggunakan kuasa hukum, Keterangan

ditandatangani oleh kuasa hukum.

Pihak

Terkait



LAMPIRAN III

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



I.
I1.

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

IDENTITAS BAWASLU
KETERANGAN BAWASLU:

a.

pelaksanaan pengawasan;

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk
seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden beserta alat bukti yang mendukung).

. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari
Laporan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang
telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang
mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari
Temuan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang
telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang
mendukung)

Penyelesaian Sengketa

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta
alat bukti yang mendukung)

. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dimohonkan; dan

(Uraikan  secara  singkat  penanganan  laporan/temuan/sengketa
berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

Uraian singkat jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan

pokok permohonan.



- Kop surat -

..., (tempat)..., (tanggal, bulan, tahun)

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-PRES-
XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pasangan Presiden dan Wakil

Presiden... Nomor urut...,

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama S RGN S8 TR AT SR FESEIAD fimiein tmie:aitiase s aeeiwislarecasars o sishere wiss rarets eureEReIACH SHTE B
Jabatan . Ketua Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor § oS4m0 S £ SREGTNE KEUE SR masmasan o erese inn nen mmEe sl AHGE $nwT A s RS o
nomor telepon kantor.........ccoveevveviiiiiiiiiniiniiiinennne.
EIMLALL Lottt e
2. Nama N e o S S S SRS SEREAS KIS TR SN 5 R H6RE A S A Sdmni
Jabatan . Anggota Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor P EuSeTES SEEEYEs A SR SUSATEN SITHE HES SHUNERS R SRR SRR Seme e e
nomor telepon KaAROT,; wsosssavsomvsss vins o 5555 55 550 snmsnen
BIIVAUL 155 65 5.065 6505 650ns.nmsn smmun sm svrwc-wass i s s iy cs srg s 3 HOTEES
3. dst.

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) ...,
2) ...,
3) dst.
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat
di ..., nomor telepon/HP..., email:..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.



Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ... ... -.../PHPU.PRES-
XVII/2019 yang dimohonkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden... Nomor Urut... sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan

1) Bahwa..., (Bukti PK-...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh
tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti
yang mendukung).

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.
1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
1) Bahwa..., (Bukti PK-...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah
dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).

B. 3. Penyelesaian Sengketa
1) Bahwa..., (Bukti PK-...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK-...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan
dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti
yang mendukung).

C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang
Dimohonkan
1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan
pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).



D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok

Permohonan

TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO | NOMOR l;gf:?géf&: STATUS INSTANSI TUJUAN
1
2
3

dst. dst. dst. dst. dst.

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1.Nama (tanda tangan)

2.Nama (tanda tangan)

3.dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani

oleh kuasa hukum.
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